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KATA PENGANTAR

Laporan kajian inl adalsh dokumen dari kegiatan kajian efektivitas
penanggulangan kemiskinan dl Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak melalui Bidang Penelitian
dan Pengembangan yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan BPS Kota

Pontianak.

Laporan Ini berisikan mengenai efektivitasnya program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh masing-
masing OPD dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya yang tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2014-2019.

Laporan ini telah diselesaikan dengan merghimpun hasil seminar Focus
Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan menghadirkan
nara sumber dari BPS Kota Pontianak, Fakultas Ekonomi Untan dan SKPD terkait

yang menangani masalah kemiskinan.

Akhir kata semoga laporan kajian Ini dapat bermanfaat, dan kepada semua
pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan ini diucapkan terima kasih.

Pontianak, Desember 2019
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BABI ~
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu permasalaban yang dihadapi oleh pemerintah
saat ini adalah masalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah
belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan
terscbut secara tuntas, padahal setiap tahun anggaran sclalu
dianggarkan pendanaan untuk mengatasai masalah kemiskinan
scbagal misi utama disamping misi-misi yang lain.

Scbagaimana diketahui bahwa upaya menurunkan tingkat
kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya
melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan
Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh
pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya
penurunan kemiskinan di tahun 1970-an  tidak maksimal,
sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik.
Disamping itu kecenderungan Kketidakmerataan pendapatan
melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan
ketidakmerataan antar wilayah,

Kondisi kemiskinan di Indonesia semakin parah akibat
krisis ekonomi pada tahun 1998 Namun ketika pertumbuhan
ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan
dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk
ditanggulangi. Pada tahun 1999, 27% dari total penduduk
Indonesia berada dalam kemiskinan, Sebanyak 33,9% penduduk
desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang miskin,

Salah satu prasyarat keberhasilan pengentasan kemiskinan
adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan
wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan
pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal yaitu
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1.2

ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di
mana dia berada. Aspek di mana “si miskin" dapat ditelusuri
melalul si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan
profil wilayeh atau karakter geografis.

Permasalshan kemiskinan merupakan permasalahan yang
kompleks dan bersifat multidimensiongl, Oleh karena itu, upaya
pengentasan kemiskinan harus dilakukan sccara komprehensif,
mencakup berbagai aspek kehidupan masvarakat, dan
dilaksanakan secara terpadu

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi
Utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama,
melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui
pemenuban kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan
mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha
dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Faktor mendasar yang
menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah SDM, SDA, Sistem,
dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin, sehingga dimensi
tersebut sangat berkaitan antare satu dengan vang lainnya.
Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku
ckanomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak
dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati
hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan permasalahan diatas
dilakukankanlah kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan di
Kota Pontianalk,

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan kajian efektivitas penanggulangan
kemiskinan di Kota Pontignak adalah untuk melihat efektifnya

program dan kegiatan pada OPD yang mempunyai tugas dan
fungsi dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Pontianak.
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1.3

Kemudian Kegiatan kajian efektivitas penanggulangan kemiskinan

di Kota Pontianak bertufuan untuk :

1. Mengidentifikasi dan melihat sejauh mana cakupan dan
efektifnya program dan kegiatan dalam menurunkan angka
kemiskinan di Kota Pontianak.

2, Mengidentifikasi apakah ada pengaruh yang sangat kuat dan
korclasi antar OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak.

3. Mcnganalisis pengaruh dukungan APBD dalam menunjang
program dan kegiatan yang dituyjukan langsung untuk
menangani masalah kemiskinan di Kota Pontianak.

4. Menyusun rekomendasi-rekomendasi dan action plan yang
dapat dircalisasikan agar ecfcktivitas program dan kegiatan
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak dapat
tercapal selaras dengan program kegaiatan Pemerintah Kota
Pontianak dalam RPJMD 2020 - 2024

SASARAN DAN MANFAAT

Sasaran dari pelaksanaan  kegiatan  kajian  efektivitas
penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak adalah sebagai
berikut:

1. Teridentifikasinya program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan yang ada di beberapa OPD apakah dapat berjalan
baik dan efektif.

2. Adanya atau ditemukannya gambaran program dan kegiatan
mana saja yang efektif dan tidak tumpang tindih antara satu
dengan yang lainnya.

3. Tersusunnya rckomendasi-rekomendasi dan action plan yang
dapat direalisasikan dalam mengurangi angka kemiskinan di
Kota Pontianak.
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Sedangkan Manfaat yang dapat diperolch adalah:

a. Hasil kajlan ini sebagai dasar pertimbangan utama dalam
pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Pontianak,

b. Hasil kajian ini sebagai bahan pertimbangan dalam
merumuskan program dan kegiatan yang paling tepat dan
efisien dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota
Pontianak.

¢. Hasil kajian ini sebagai instrument / alat untuk
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dan
pelaksanan program dan kegiatan pada masing-masing OPD
dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung
upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menurunkan angka
kemiskinan di wilayahnya.

1.4 RUANG LINGKUP >

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
Wilayah yang dikaji dalam kegiatan kajian sfektivitas
penanggulangan kemiskinan di Kota Ponfianak ini meliputi
seluruh wilayah Kota Pontianak.

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan
Sccara umum lingkup kegiatan kajian efektivitas penanggulangan
kemiskinan di Kota Pontianak yang akan dilaksanakan adalah :

Tahap persiapan

Tahap pengumpulan data dari tiap OPD

Survey lapangan

Melakukan Focus Group Discussion (FGD)

Melakukan Rapat Kerja bersama OPD terkait

Penyusunan laporan kajian, rekomendasi dan action plan

D B ke b
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1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akhir kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota
Pontianak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendshuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok
yang akan dibshas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar
belakang masalah, tujuan dan manfaat, sasaran, keluaran serta
ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan materi.
Bab II Gambaran Umum Kota Pontianak

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kota
Pontianak.

Bab III Landasan Teori dan Angka Kemiskinan di Pontianak
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang
mendasari pelaksanaan kegiatan ini serta menggambarkan angka
kemiskinan di Kota Pontianak saat ini,

Bab IV Kajian dan Analisis

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan analisis untuk
mengetahui efektivitas program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan di Kota Pontianak.

Bab V Penutup
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari tahapan yang sudah

dilaksanakan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kajian ini.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PONTIANAK

Secara geografi, wilayah Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa pusat
pertumbuhan regional yaitu Batam, Pekanbaru, Natuna, Jakarta, Balikpapan dan
Pangkalan Bun. Kota Pontianak letaknya juga tidak jauh dari Negara Asean yang cukup
berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Bahkan Kota Pontianak
berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, sehingga menjadi beranda
terdepan Negara Indonesia dalam berinteraksi langsung dengan negara tetangga
Malaysia.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6
kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan, 550 Rukun warga (RW) dan 2,475 Rukun
Tetangga (RT) dengan luas mencapai 107,82 km®. Wilayah Kota Pontianak berbatasan
dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas
scbagai berikut :

Bagian Selatan :| Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya
dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten KubuRaya

Bagian Timur :| Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan
Desa Kuzla Ambawang Kecamatan Sungai
Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Bagian Barat :|Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu
Raya

Bagian Utara +| Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan
Kabupaten Pontianak dan Desa MNega
Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan
Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
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Gambar 1
Peta Geografis Kota Pontianak

Kota Pontianak secara geografis berada pada 0°02724" Lintang Utara sampai dengan
0°05’37" Lintang Selatan dan 109°23'01" Bujur Timur sampai dengan 109°16'25" Bujur
Timur, Karcna terletak di Lintasan Garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki
sebagai Kota Khatulistiwa atau kota equator.

Dalam sistem Pulau Kalimantan, Kota Pontianak memiliki interaksi dalam sistem
pelayaran Indonesia Bagian Barat dan Negara Tetangga (Malaysia, Singapura dan China).
Maka dari itu peran Pelabuhan di Kota Pontianak sangat penting dalam kelancaran
sistem angkutan Laut di wilayah Indonesia dan Internasional. Pelabuhan antar pulau
Dwikora Kota Pontianak juga didukung dengan pelabuhan antar wilayah Kabupaten di
Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sheng Hie, pelabuhan ini melayani angkutan
Pontianak-Ketapang, Pontanak-Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara), Pontianak-
Sukadana (Kabupaten Kayong Utara) dan lain-lain. ~
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Tabel 1
Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kelurahan

Luas Wilayah % terhadap Kota

No Kecamatan Kelurahan (Km2) Pontianak
7 Pontanak Barat T Pal Uma LX) TI
2 Sungal Jawi Dalam .4 2.17
3 Sungal Jawi Luar .95 .74
4 Sungal Beliung 2.15 1.9
Sub Total 13.24 1.28
2 Pontianak Timur 1 Parit Mayor 1.4 1.38
2  Banjar Serasan 1.20 i1
3 Saigon 2.68 249
4 Tanjung Huu 1.97 1.8
5  Tanjung Hilir 0.74 0.69
6 Dalam Bugis 1.29 1.20
7  Tambelan Sampit 0.41 0.33
Sub Total 9.78 9.07
3  Pontianak Utara 1 Siantan Huly 9.20 - 8.53
1 Siantan Tengah 13.41 12.44
3 Slantan Hitir 1.87 7.30
4 Batulayang 9.20 8.53
Sub Total 39.68 36.80
4  Pontianak Selatan 1 Benua Melayu Darat 2.68 249
2 Benua Melayu Laut 0.57 0.53
3 Parit Tokaya 5.2 4.84
4 Akcaya kRS 2.96
5 Kota Baru .5 .37
Sub Total “a 13.19
5  Pontianak Kota 1 Sungal Bangkong 620 575
2 Darat Sekip 1.3 1.21
3 Tengah 0.95 0.88
4  Mariana 0.50 0.46
5  Sungai Jawi 7.02 6.51
Sub Total 15.98 14.52
6 Pontianak Tenggara 1 Bangka Belitung Darat 2.9 2.4
2 Bangka Belitung Laut 2.3 2.16
3  Bansir Darat 6.73 6.24
4  Bansir Laut 2.95 2.75
Sub Total 14.92 13.84
Total Kota Pontianak 107.82 100.00
Tabel 2
Jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Pontianak
Jumlah
Kecamatan Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT
Pontfanak Selatan 5 91 404
Pontianak Tenggara 4 43 178
Pontianak Timur 7 77 363
Pontianak Barat 4 103 548
Pontianak Kota 5 120 499
Pontianak Utara Kl 1 ]_ 6 483
Jumliah 29 550 2.4
8
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Gambar 2
Peta Wilayah Kota Pontianak
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Struktur Ekonomi Kota Pontianak

Perckonomian yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 27,85 Trilyun Rupiah dan atas dasar
harga kor&an m;mcapal 20,86 Trilyun Rupiah. Ekonomi Kota Pontianak tumbuh

5,13 persen'x’:clam?at.&x:bmdmgkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,97 persen.
Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas
scbesar 16,3 persen. Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2015 mengalami
perlambatan, utamanya disebabkan menurunnya Kkinerja lapangan usaha
konstruksi dan industri pengolahan yang merupakan dua dari tiga Japangan usaha
terbesar yang mempengaruhi perekonomian Kota Pentianak. Lepangan usaha
konstruksi terkoreksi sebesar 5,16 persen dari tahun 2014 scmentara Industri
pengolahan terkoreksi sebesar 3,57 persen.

Sejak digunakennya tahun dasar 2010 dalam penghitungan PDRB , kegiatan
ekonomi dikelompokan dalam 17 Kkategori, scluruh lapangan usaha mengalami
pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian tumbuh sebesar 5,13
persen, Struktur ckonomi didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha yaitu
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor , Konstruksi dan
Industri Pengolahan, Kinerja tertinggi dicapal oleh kategori lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan
menyumbang pertumbuhan 1,28 persen dari total pertumbuhan ( 5,13 persen).

Struktur Perekonomian Dacrah

Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara scktoral pada tahun 2013
tumbuh sebesar 6,04 %dan ditandai dengan peningkatan pada setiap scktornya,
meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,04 poin dibanding tahun 2012
yang tumbuh sebesar 6,07 % Semua sektor ekonomi pada tahun 2013 mengalami
pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjiadi pada sektor pengangkutan-

komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 871 %, dilkuti oleh sektor
Bangunan 595 %, scktor keuangan-persewaan-jasa perusahaan 5,68 %, scktor

perdagangan-hotel-restoran sebesar 5,48 %, scktor jasa-jasa 5,28 %, , scktor Listrik
dan air bersin 4,37 %, sektor Pertanian sebesar 4,01 % dan sektor industri

pengolahan 3,74 %.
10
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Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Hotel dan Restoran pada 2013
antara lain diindikasikan dengan peningkatan volume bongkar melalui pelabuhan
Kota Pontianak yang tercatat sebesar 1,41 juta ton atau meningkat 11,44 %
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,27 juta ton,
demikian pula peningkatan penerimaan pajak restoran serta kecendrungan
kenaikan rata-rata tingkat hunian hotel berbintang maupun non bintang semakin
memperkuat sektor PHR pada perekonomian Kota Pontianak. Sementara dalam
periode yang sama, scktor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah
sektor Industri Pengolahan meskipun pada tahun 2012 kinerja sektor ini
menguat 0,21 poin dari tahun sebelumnya,

Tabel 3
Penduduk, PDRB & PDRB Parkapita di Kota Pontianak

No Kecamatan Penduduk PDRB PDRB Perkapita
1 Pontianak Selatan TR7.955 5.516.465,59 71.499.466,65

2 Pontianak Tenggara 43.646 " 2.036.531,75 41,864.320,75

3 Pontianak Timur 88.761 1.693.112,79 19.074.962,99

4 Pontianak Barat 133.239 4.298.040,001 32.258.122,63

5 Pontianak Kota 118.274 6.167.905,336 52.149.291,78

6 Pontianak Utara 121.222 4.068.294,669 33.560.695,82
Jumiah 598.097,00 75.080.350,13  41.933.583,00

Sumbsar : Badan FPusat Statictic Kota Pontianak, Angha sernentan

Pertumbuhan Ekonomi

Indikator utama yang sering digunakan oleh para ekonom untuk
mengevaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ckonomi suatu negara atau
daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhsan ekonomi. Pertumbuhan
ekonomi memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari aktivitas perekonomian
suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan
PDRB harga konstan suatu dacrah dari tahun ke tahun. Tingginya pertumbuhan
ckonomi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output
(nilai tambah) semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa tenaga kerja baik dari
segi kuantitas maupun kualitas, teknolog! yang dipergunakan, sumber daya alam

11
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yang dimiliki dan sebagainya; sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi
perckonomian dunia pada umumnya, investasi darl luar daecrah (arus keluar
masuknya modal) serta ekspor dan impor barang dan jasa.

Setelah dilanda krisis ekonomi secara Nasional sejak tahun 1997 yang
lalu, kondisi perekonomian Kota Pontianak sedikit demi sedikit mengalami
perbaikan. Hal ini ditunjukan dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi
walaupun masih di bawah angka pertumbuhan Nasional. Selama kurun waktu
2011 - 2015 menunjukkan pertumbuhan dengan trend yang cenderung bervariasi,
Selama kurun waktu tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak
sebesar 7,20 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak berdasarkan harga konstan
tahun 2010, selama tahun 2012 hingga tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan dengan
trend yang relatif berfluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak selama
kurun waktu 2012 - 2014 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Pertumbuhan Ekonom| Menurut Kecamatan Kota Pontianak Tahun 2010-2014
No. Kecamatan 2010 2011 2012 2013 2014
1 Pontianak Selatan - 5,53 8,26 8,11 6,25
2 Pontianak Tenggara - 5,14 B,69 8,45 6,24
3 Pontianak Timur - 3,76 520 6,70 5,94
4 Pontianak Barat - 5,22 7,61 8,05 6,07
5 Pontianak Kota - 5,65 B,74 8,30 6,34
6 Pontianak Utara - 3,76 6,35 6,64 4,75
Kota Pontianak - 5,05 7,77 7,86 5.97
Indeks Pembangunan Manusia

Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu
ukuran kemajuan pembangunan manusia secara umum, yang mencerminkan capaian
kemajuan di bidang pendidikan kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan
angka IPM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, tampak bahwa kemajuan
pembargunan manusia di Kota Pontlanak cukup signifikan. Angka IPM Kota Pontianak
mengalami peningkatan dari 72,41 pada tahun 2009 menjadi 77,52 pada tahun 2015.

Kenaikan IPM ini diperkirakan karena dampak dari investasi di bidang kesehatan
dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun |PM baru akan terlihat
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nyata dalam jangka panjang. Pembangunan di Kota Pontianak telah berhasil menurunkan
jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun jumiah prosentasenya. Secara absolut
jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak mengalami penurunan dari 52,80 ribu jiwa di
tahun 2008 menjadi 34.39 ribu jiwa di tahun 2010, atau turun dar! 9,29 % di tahun 2008
menjadi 5,77 % di tahun 2012, Pada tahun 2014 menurun menfadi 30,75 ribu atau 5,13%.

Indikator utama Pembangunan pada analisis mikro ini adalah Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi tujuan dari IPM, yaitu:

1. Dimensi Umur Panjang dan Sehat, indikator dari dimensi umur panjang dan sehat
adalah angka harapan hidup. Di Kota Pontianak angka harapan hidup pada tahun 2015
sebesar 72,11 tahun, sementara standart UNDP nilai maksimum angka harapan hidup 85
tahun,

2. Dimensi Pengetahuan, indikator pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata- rata
lama sekolah. Di Kota Pontianak angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 95,87,
sementara standart UNDPD nilai maksimum angka melek huruf 100; adapun rata-rata
sekolah di Kota Pontianak 9,77 tahun sedangkan standart UNDP 15 tahun,

3. Dimensi Kehidupan yang layak, indikator dari dimensi ini adalah pengeluaran perkapita
riil perbulan yang disesuaikan. Pada tahun 2015 pengeluaran riil perkapita Kota
Pontianak Rp. 645.460,- sedangkan standart UNDP Rp. 737,720,-.

Persentase Penduduk di Garis Kemiskinan 2

Garis Kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi
dari jumlah rupieh minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100
kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis
Kemiskinan setiap Kabupaten dan Kota berbeda satu dengan yang lain,
mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok makanan
dan non makanan yang berbeda-beda schingga uang yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga
akan menjadi berbeda di sctiap kabupaten dan kota yang ada di seluruh
NKRI.
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Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Garis Kemiskinan
Kota Pontianak selalu mengalami peningkatan, dari Rp 403,905,00 di
tahun 2015 menjadi Rp 483.618,00 di tahun 2018. Hal ini berart
terdapat peningkatan harga makanan maupun makanan yang tergolong
sebagai kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Pada
tahun 2018, dibutuhkan biaya sebesar Rp 483.618 untuk setiap orang
memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun
kebutuhan non-makanan sctiap bulannya. Schingga, apabila terdapat
penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 483.618 setiap
bulannya pada tahun 2018 akan digolongkan scbagai penduduk

Tabel 5

Angka dan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk
di atas Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

Gatis Kemiskinan (Rp.)

439.648

483618

Jumiah Penduduk Miskin (ribu Jiwa) 31,56 34,13 33,18 31,76
Angka Kemiskinan (persen) 522 5,56 5,31 5,00
Persentase Penduduk di atas Garis

iskinan (s n) 04,78 B4 45 04 59 95,00

Sumber. Badan Pusat Statistik Kota Pentianak. 2018

Jumlah penduduk miskin di Kota Pontianak dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015,
jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 34.130 jiwa
dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 31,560. Kondisi sebaliknya
terjadi di tahun 2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan
dari tahun 2016 menjadi 33.180 jiwa, dan kembali menurun scbesar
1.419 jiwa menjadi 31.761 jiwa di tahun 2018,

Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin, angka kemiskinan di
Kota Pontianak juga mengalami fluktuasi. Dari tahun 2015 hingga
tahun 2016, angka kemiskinan di Kota Pontianak mengalami
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peningkatan dan 5,22 persen menjadi 5,55 persen di tahun 2016.
Angka kemiskinan tersebut  kemudian secara
perlahan-lahan mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018

menjadi 5,31 persen dan 5 persen.

Untuk mengetahui Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan
dapat dilihat dari angka kemiskinannya, yakni dengan mengurangkan
angka 100 dengan angka kemiskinan. Hasilnya menunjukkan
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kota Pontianak dari
tahun 2015 hingga tahun 2016 memperlihatkan adanya penurunan
yakni dari 94,78 persen di tahun 2015 menjadi 94,45 di tahun 2016,
Sementara untuk tahun 2017 dan 2018 Persentase Penduduk di atas
garis Kemiskinan meningkat menjadi 94,69 persen dan 95 persen.
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Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap Index) atau biasa juga
discbut dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran yang
dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si
miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai Poverty Gap berarti
scmakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin jauh rata-rata
pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Rasio
Kesenjangan Kemiskinan ini berguna untuk menghitung besarnya
jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan,

Pada tahun 2014, Poverty Gap Index Kota Pontianak berada pada
angka 0,52 pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat di tahun 2016
dan 2017 menjadi 0,71 dan 1,01, namun kemudian kembali menurun di
tahun 2018 menjadi 0,62. Ini mengindikasikan adanya perbaikan pada
tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Pontianak dikarenakan rata-rata
pengeluaran penduduk miskin mendekati Garis Kemiskinan. Gambar di
bawah memperlihatkan terjadinya fluktuasi pada Rasio Kesenjangan
Kemiskinan Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun

2018.

Grafik 3
Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap) Kota Pontianak tahun 2015-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kola Pontisnak. 2018
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BAB ITI

LANDASAN TEORI DAN ANGKA KEMISKINAN
DI KOTA PONTIANAK

Definisi Kemiskinan

World Bank (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan
(depriviation of well being) dari individu atau kelompok masyarakat Sedangkan menurut
Pattinama (2009), kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya akses individwmasyarakat
terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan kebebasan
mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Definisi yang lebih
spesifik disampaikan olch BPS (2016), dimana kemiskinan adalah suvatu kondisi
ketidakmampuan individwmasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu kebutuhan
makanan dan non-makanan, Kebutuhan makanan diartikan sebagai kebutuhan minimum kalori
perorang perhari, yaitu 2.100 kilokalori (Suharto dkk, 2002). Sedangkan yang termasuk
kebutuhan non-makanan adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan
keschatan. Mengacu pada definisi kemiskinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kemiskinan merupakan masalah multidimensi kehidupan yang sangat kompleks. Dalam laporan
ini, definisi kemiskinan akan lebih banyak mengacu kepada definisi yang disampaikan oleh
BPS karena vaniabel-variabel yang digunakan lebih terukur dan jelas,

Kemiskinan menurut Nurkse, 1953 dalam Kuncoro (1997) dapat diklasifikasi ke dalam 4
macam, yaitu:
I. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan dimana pendapatan kasar bulanan tidsk mencukupi

untuk membeli kebutuhan minimum. Seseorang termasuk ke dalam golongan miskin absolut
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apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan
kebutuhan dasar hidupnya. Definisi kemiskinan absolut seringkali digunakan dalam
perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah karenn
definisi dan pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai efek dari kebijakan anti
kemiskinan antar waktu atau perkiraan dampak suatu proyek terhadap kemiskinan. Pendekatan
ini juga merupakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia untuk dapat membandingkan
angka kemiskinan antar negara. Bank Dunia menggunakan pendekatan ini karena memudahkan
dalam menentukan kemana dana bantuan akan disalurkan dan kemajuan yang dicapai suatu
negara dapat dianalisis.

2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu
kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya. Sescorang termasuk golongan miskin relatif
apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan keadaan masyarskat sckitarnya Berdasarkan konsep ini, garis
kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah schingga konsep
kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada,

3. Kemiskinan struktural yaitn kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah
kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan
struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi
miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan
yang lemah.

4. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat crang miskin, yang dalam antropologi
kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Sescorang termasuk golongan miskin kultural
apabila sikap orang atau sckelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki
tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pthak lain yang membantunya atau dengan kata

-
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lain seseorang terssbut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau
memperbaiki kondismya. Menurut Mardimin (1996), kemiskinan kultural terjadi karena budaya
masyarakat sendin yang sudsh turun-temurun membuat mereka menjadi miskin.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan menurut Munkner (2001) disebabkan oleh faktor-faktor dan dimensi-dimensi yang
berbeda. Secara konseptual, penyebab kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokian ke dalam
tiga kategori, yaitu kemiskinen alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural
(Chalid, 2006).

1. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang discbabkan faktor alam seperti
sumberdaya yang langka dan akibat perkembangan teknologi yang rendah dan juga kemiskinan
akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumberdaya alam yang
tetap. Kemiskinan yang discbabkan oleh faktor-fuktor seperti ini pada umumnya tidak
mempunyai kesenjangan yang terlalu tinggi (Medah. 2013),

2, Kemiskinan struktural atau kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh
kebijakan suatu sistem supra-struktural politk yang membentuk strukmr-struktur sosial
Fenomena di lapang menunjukkan bahwa penduduk miskin tidak dapat mongénmkm sumber-
sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Misalnye, kebijakan telah membuat
sckelompok masyarekat mendominasi penguassan sarana ekonomi, sementara kelompok
masyarakat lainnya tidak memiliki kesempatan, Pada kategori ini, kesenjangan ekonomi
masyarakat sangat tinggi antara yang miskin dan yang kaya,

3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang muncul akibat tuntutan tradisi/adat yang
membebani masyarakat seperti upacara perkawinan, kematian dan pesta adat lainnya, dan juga

sikap mentalitas seperti lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke depan.
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Kemiskinan yang tegadi di Indonesia umumnya dapat dikategorikan ke dalam bentuk
kemiskinan struktural atau buatan, karena secara alamiah Indonesia mempunyai cukup potensi
dan sumber daya untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan
akibat dari supra-struktur yang membuat sebagian anggota atau kelompok masyarakat tertentu
mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik dan budaya Struktur ini menyebabkan tidak
adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya kreasi rakyat dalam pelaksanaan
pembangunan serta dipinggirkannya peran dan partisipasi masyarakat dalam sctiap pelaksanaan
pembangunan yang terindikasi dengan melemahnya tingkat keswadayaan masyarakat.

Sumber lain mengklasifikasi penyebab kemiskinan menjadi 2 faktor, yakni: faktor manusia,
dan faktor non-manusia.

a. Faktor oleh manusia, meliputi: sikap, pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir
dan bekerja, kuwang keterampilan, pola hidup yang cendrung konsumtif, sikap
apatis/egois/pesimis, rendah diri, adanya jarak antara kaya dan miskin, belenggu adat dan
kebiasaan, adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya), adanya
perusakan lingkungan hidup, pendidikan rendah, populasi penduduk yang tinggi, pemborosan
dan kurang menghargai waktu, kurang motivasi mengembangkan prestasi, kurang kerjasama,
pengangguran dan sempitnya lapangan kerja, kesadaran politik dan hukum, serta tidak dapat
memanfaatkan sumber daya alam (SDA) setempat (Manurung dalam Bulletin YDS, 1993),

b, Faktor non-manusia, meliputi: faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit, keterisolasian
desa, sarana perhubungan tidak ada, kurangnya fasilitas umum, langkanya modal, tidak
stabilnya harga hasil bumi, industrialisasi sangat minim, belum terjagkau oleh media
informasi, kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa, serta kepemilikan tanzh yang kurang
merata (Manurung dalam Bulletin YDS, 1993). ’
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Lingkaran Kemiskinan

Kemiskinan suaty individu atau kelompok masyarakat dapat dikarenakan individu atau
kelompok masyarakat terscbut berada dalam suatu siklus yang membawa pada kondisi miskin.
Jika dianalisis terdapat tiga siklus kehidupan yang dapat membawa individu atau kelompok
masyarakat pada kondisi miskin, Pertama, yaitu jika siklus dilihat dari sektor ekonomi yaitu
tingkat pendapatan yang rendah. Sescorang yang miskin memiliki pendapatan rendah dan
mengakibatkan si miskin memiliki daya beli yang rendah atas pendidikan dan informasi
Karenanya, si miskin hanya mendapatkan tingkat pengetahuan rendah dan berpengaruh pada
tingkat produktifitas yang dihasilkannya juga rendah Sebagai akibatnya, individu atau
kelompok masyarakat tersebut menjadi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai ada
suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah tidak
menjadi miskin kembali atau setidaknya memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun
siklus ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut.

Produksi Rendsh | —glmwmmmwe=mey | Pengetahuan Rendah

i

Daya beli pendidikan
dan informasi rendah

D= ==

Gambar ). Siklus kemiskinan dan sisi pendapatan,
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Kedua, yaitu jika siklus dilihat dari sisi tabungan yang mana individu miskin atau suatu
kelompok masyarakat miskin memiliki tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah
menyebakabkan si miskin memiliki modal yang kecil untuk usaha atau melakukan aktifitas
perekonomian. Secara umum modal yang kecil mengakibatkan tingkat produktifitas rendah
schingga produksi juga rendah. Dikarenakan produksi yang rendah mska pendapatan yang
dihasilkan juga rendah. Sehingga, jadilsh individu atau kelompok masyarakat tersebut tetap
miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai dengan ada suatu kondisi yang dapat memotong
siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju ke tingkat kesgjahteraan yang
lebih baik. Adapun siklus ini dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

Pendapatan Rendah m Produktifitas Rendah

Modal Kecil

ety | Tabungan Rendah

Gambar 2. Siklus kemiskinan dari sisi tabungan,

Ketiga, yaitu jika siklus dilihat dari sisi konsumsi, Sebagaimana telah diketahui bahwa pada
umumnya individu atau kelompok masyarakat miskin memiliki tingkat konsumsi yang rendah
termasuk juga konsumsi atas papan, sarana dan prasarana yang juga nusih rendah. Dengan
tingkat konsumsi yang rcndah dapat menycbabkan status gizi juga rendah. Status gizi yang
rendah berakibat pada tingkat kesehatan yang rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang baik

pada umumnya didukung oleh gizi yang baik pula Apabila suatu individu atau kelompok
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masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah, maka kinerja yang dihasilkan juga
relatif rendah. Kinerja yang rendah menimbulkan tingkat produktifitas juga rendah, Tingkat
produktifitas yang rendah menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada
dalam kondisi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai ada suatu kondisi yang dapat
memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju pada kondisi
kesejahtersan yang lebih baik. Adapun siklus tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar

scbagai berikut.
Kinena Readah Kesehatan Rendah
Status Gizi Rendah

= Konsumsi Rendzh

Gambar 3. Siklus kemiskinan dari sisi konsumsi.

Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pemutahiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015, TNPZK menetapkankan 20
indikator kemiskinan yang dikelompokkan ke dalam 5 aspek, yaitu: status kesejshteraan (3
indikator), pendidikan (2 indikator), kesehatan (4 indikator), ketenagakerjaan (3 indikator) dan
informasi pokok rumszh tangga (8 indikator).

a. Status kescjahteraan

|. Jumlah rumah tangga dan individu, menurut status kesejahteraan
2. Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan menurut kelompok umur
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3. Jumlah individu, menurut kelompok usia dan jenis kelamin
b. Pendidikan
Jumlah anak bersekolah, menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin

Jumlah anak yang bersekolah dan tidak bersekolah menurut kelompok usia
Kesehatan

ol g

Jumlah rumah tangga menurut penggunaan fasilitas tempat buang air besar
Jumlah rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja

Jumlah individu yang menderita cacat menurut kelompok usia

Jumlah individu yang memiliki penyakit kronis menurut kelompok usia

d. Ketenagakerjaan
1. Jumlah individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok usia

2. Jumlah kepala rumah tangga yang bekerja menurut lapangan pekerjaan
3. Jumlah individu usia 18-60 tahun yang bekerja menurut lapangan pekerjaan

ol ol

¢, Informasi pokok rumah tangga

1. Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati
2. Jumlah rumah tangga menurut status penguasaan lahan tempat tinggal yang ditempati
Jumlah rumah tangga menurut jenis lantai terluas dari tempat tinggal yang ditempati
Jumlah rumah tangga menurut jenis dinding dar tempat tinggal yang ditempati

Jumlah rumah tangga menurut jenis atap dari tempat tinggal yang ditempati

Jumlzh rumah tangga menurut air minum

Jumlah rumah tangpa meurut sumber penerangan utama

Jumlah rumah tangga menurut bahan bakar/energi utama untuk memasak

WNON AW

Sedangkan BPS tahun 2008 menctapkan 8 indikator untuk menentuken ramah tangga
miskin, yaitu;

1). Luas lantai perkapita,

2) Jenis lantai,

3) Air minum/ketersediaan air, .
4) Jenis jamban,

5) Kepemilikan asset,

6) Pendapatan perbulan,

7) Pengeluaran, dan

8) Konsumsi lauk-pauk.

Pendekatan ini lebih sederhana dari pendekatan lainnya namun kelemahannya adalah
cenderung mengabaikan perkembangan standar kebutuhan minimum manusia yang mengikuti

perkembangan dan kemajuan pembangunan maupun teknologi.
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Kriteria Pengukuran Kemiskinan

A. Kriteria Pengukuran Kemiskinan BPS pada PSEOS
Badan Pusat Suatistk pada 2005 melakukan pendataan untuk penargetan

Program Bantuan Langsung Tunai dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 12
Tzhun 2005. Sistem pendataan ini disebut Pendatsan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun
2005, stau lebih dikenal sebagai PSEOS. Tujuan PSEOS adalah memperoleh daftar nama dan
alamat rumah tangga miskin, urutan rumah tangga miskin berdasarkan tingkat keparahannya di
kabupatenvkota, dan klasifikasi rumah tangga miskin bila digolongkan menjadi sangat miskin,
miskin, dan hampir miskin.

Dalam Pengukuran Kemiskinan ini digunakan variabel dengan kritena sebagai

berikut:

Luas lantai per anggota rumah < 8m?

tangga/keluarga

Jenis lantai rumah Tanah/papan/kualita
s rendah

Jenis dinding rumah Bambu, papan
kualitas rendah

Fasilitas tempat buang air besar Tidak punya

(jamban)

Sumber air minum Bukan air bersih

Penerangan yang digunakan Bukan listrik

Bahan bakar yang digunakan Kayw/arang

Frekuensi makan dalam sehari Kurang dan 2 kali
schari

Kemampuan membeli Tidak

daging/ayam/susu dalam
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seminggu

Kemampuan membeli pakaian Tidak

baru bagi setiap ART

Kemampuan  berobat ke Tidak

puskesmas/poliklinik

Lapangan pekerjaan  kepala Petam gurem,

rumah tangga nelayan, pekebun

Pendidikan kepala  rumah Blm pemah

tangga sekolah/Tidak tamat
SD

Kepemilikan aset/barang Tidak ada

berharga minimal Rp. 500.000,-

Dengan menggunakan kriteria tersebut BPS mendatangi kantong-kantong kemiskinan
untuk memperoleh informasi dari ketua satuan lingkungan setempat, seperti ketua RT ataupun
kepala dusun, tentang rumah tangga yang betul-betul miskin, Berdasarkan informasi itu, BPS
mendatangi dan mewawancarai kepala atau anggota rumeh tangga terscbut secara lebih
terperinci,

Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornyal atau 0, Skor
1 menunjukkan varigbel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, skor 0
menunjukkan variabel yang mengidentifikasi rumah tangga tidak miskin. Semakin banyak
skor 1 yang dimiliki sebuah rumah tangga, semakin miskin rumah tangza tersebut. Meskipun
demikian, indikasi rumah tangga miskin satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya
schingga diperlukan pembobotan sebagai penimbang dalam penghifungan rumah tangga
miskin. Dari pembobotan tersebut kemudian dihitung nilai indeks untuk memperoleh kategori
keparahan kemiskinan suatu rumah tangga yang dibedakan menjadi rumah tangga sangat
miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga mendekati miskin, dan rumah tangga tidak miskin,

B. Kriteria Pengukuran Kemiskinan BPS pada PPLS 2008
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Pemerintah tidak henti-hentinya berupaya mengurangi jumlah dan tingkat
kemiskinan melalui berbagai  program. Dalam hal  sasaran program,
pemerintah memperbarui sasaran programnya—misalnya untuk Program BLT—dcngan
memperbarui  datanya. Pada tahun 2008, pemerintah melalui BPS memperbarui data
penerima program dengan melakukan pemutakhiran data PSEQ5 dan dinamai Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Pemutakhiran data ini dilakukan pada Oktober
2008 dan dimaksudkan agar manfaat Program BLT menjangkau kalangan yang lebih luas,
yaitu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan harga BBM, Oleh karena ity, pendataan
PPLS 2008 tidak hanya menjaring rumah tangga sangat miskin dan miskin sebagaimana dalam
PSEDS, tetapi juga rumah tangga yang mendekati miskin.

Pemutakhiran data PSE0S dalam PPLS 2008 menggunakan pendekatan karakteristik
rumah tangga dengan 14 vanabel kualitatif penjelas kemiskinan, yaitu:

Luas lantai perkapita
Jenis lantai

Jenis dinding

Fasilitas buang air besar
Sumber air minum
Sumber penerangan
Bshan bakar

Pembelian daging
Frekuensi makan

10. Pembelian pakaian baru
11. Kemampuan berobat

12. Lapangan usaha kepala rumah tangga

13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Aset yang dimiliki

© %N s W

Pendckatan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah melalui UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, menetapkan upaya
penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari beberapa prioritas. Sasaran penanggulangan

27

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

kemiskinan ini adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan asksesibilitas
masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan prasarana
dasar termasuk air minum dan sanitasi; mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin:
terutama untuk pendidikan dan keschatan, prasarana dasar khususnya air minum dan sanitasi,
meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan dan kesempatan
berussha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin
terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi

Dalam pengimplementasiannya, Sumodiningrat (1996) mengelompokkan kebijakan

penanggulangan kemiskinan menjadi tiga berdasarkan target/sasarannya, yaitu:

1. Kebijkan yang bersifat tidak langsung, dimana kebijakan diarahkan untuk memberikan dasar
tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin. Kebijakan ini
lebih diarahkan pada penciptaan kondisi menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan
pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyedia sarana dan prasarana,
penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang
kegiatan sosial ckonomi masyarakat. =

2. Kebijakan yang bersifat langsung, dimana kebijakan/program mengarah pada peningkatan
kegiatan ekonomi kelompok sasaran Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan
akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa
pangan, sandang, perumahan, keschatan dan pendidikan.

3. Kebijakan yang bersifat khusus, dimana program diarahkan untuk menjangkau masyarakat
miskin dan daerah terpencil melalul upaya yang sangat khusus, Kebijakan khusus diutamakan
pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan

sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat.
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Mustopadidjaja (1988) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung
pada 3 unsur penting, yaitu: .

1). adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan,

2) sdanya dukungan dani terget grup atan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan
diharapkan akan manerima manfaat dari perubahan, dan

3) unsur pelaksanasn, baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan, pelaksanazn dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Sementars itu, Ndraha (1997) berpendapat bahwa sikap dan perilaku merupakan salzh satu
aspek penting yang mempengaruhi implementasi suatu kebijaka. Sikep adalah kecenderungan
jimmmwmmmmmmwimmmmmp
sescorang atau kelompok dalam atau terhadap situasi dan kondisi lingkungan baik masyarakat,
alam, teknologi atau juga organisasi.

Dalam rangka mendekatkan kebijakan publik yang diformulosikan (kebijakan makro) dengan
operasionalisasi program-program di lapangan, diperiukan pendckatan yang holistik dan
terpadu baik kebutuan program yang berdampzk langsung dan berjangka pendek seperti crash
program, peningkaisn usaha produktf dan lain sebaginya, mavpun berdmpek tidak lengsung
yang sifatnya berjangka menengah dan panjang seperti penyediaan prasarana dan sarana untuk
memberikan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemudahan serta meaunjang
mobilitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya Orang-orang miskin. Kcbijakan dan
program bantuan sosial yang merupakan crash program dalam rangka penanggulingan

kemiskinan untuk kelompok reatan petlu diimplementasikan secara baik khususnya dalam hal

kriteria dan indentifikasi kelompok sasaran penerima.
Bidang kesehatan merupakan kemporen penting bagi upaya penanggul
Pendekatan program ini apabila akan diteruskan perlu dilakukan secara komprehensif berbasis

angan kemiskinan.

29

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

keluarga. Dengan pendekatan keluarga maka program pendidikan wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun, program peningkatan keschatan bagi ibu hamil dan anak balita akan terlaksana
dengan baik. Juga kepala keluarga akan memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber-
sumber permodalan, termasuk bantuan dana bergulir atau program padat karya.

Pada akhimya dampak dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat
tergantung pada kapasitas si miskin sendiri yang tercermin dalam knowledge, aititude dan
practices untuk beguang keluar dari belenggu kemiskinan. Dalam program kemitrean Program
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) maka diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas UMKM penerima bantuan dana, meningkatkan keuntungan dan mengurangi

pengangguran.

Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Poverty (Gap Index) atau biasa juga disebut
dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran yang dipergunakan untuk
mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin
tinggi nilai Poverty Gap berarti semakin dalam tingkat kemiskinan karena semakin
jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, Rasio
Kesenjangan Kemiskinan ini berguna untuk menghitung besarnya jumliah subsidi

yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada tahun 2014, Poverty Gap Index Kota Pontianak berada pada angka 0,52
pada tahun 2015. Angka tersebut meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi 0,71 dan
1,01, namun kemudian kembali menurun di tahun 2018 menjadi 0,62. Ini
mengindikasikan adanya perbaikan pada tingkat kedalaman kemiskinan di Kota
Pontianak dikarenakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin mendekati Garis

Kemiskinan. Gambar di bawah memperlihatkan terjadinya fluktuasi pada Rasio
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Kesenjangan Kemiskinan Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai dengan tahun
2018,
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Grafik 4
Rasio Kesenjangan Kemiskinan (Poverty Gap) Kota Pontianak tahun
2015-2018

Sumber: Badan Pusal Slatistik Keta Ponlianak. 2018

Fokus Kesejahteraaan Sosial -

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Index (HDI) merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga aspek,
meliputi aspek kesechatan melalui pengukuran angka harapan hidup
saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka melek huruf dan rata-
rata lama sekolah, serta aspek hidup layak melalui pengukuran
kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok
yvang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita. IPM
merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan
dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat dan menentukan

peringkat atau level pembangunan suatu wilayah,
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Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tnlm 2015~

e i o

<

2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kote Pontianak. 2018

IPM Kota Pontianak menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2016, IPM Kota Pontianak mengalami kenaikan sebesar
0,11, dari tahun sebelumnya menjadi 77,63. Peningkatan kembali terjadi
di tahun 2017 menjadi 77,93%. Nilai IPM yang terus meningkat dari
tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat
semakin baik dan pembangunan Kola Pontianak semakin meningkat
dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota
lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota
Pontianak berada pada peringkat pertama, indeks ini bahkan berada di

atas IPM Nasional yang hanya mencapai 70,81 pada tahun 2017.
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BAB IV
KAJIAN DAN ANALISIS

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi ncgara-
negara di dunia. Fenomena sosial-ekonomi ini merupakan gambaran kehidupan
di banyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Karakteristik utamanya
adalah rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan
baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, keschatan, dan hiburan.
Fenomena tersebut tentu memerlukan penanganan dengan pendekatan yang
sesuai karakteristiknya agar angka kemiskinan yang begitu tinggi dapat
dikurangi.

Bila ditilik dari pengertiannya, kemiskinan dapat diartikan sebagai
suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan keschatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut World Bank
(2000), definisi dari kemiskinan adalah kchilangan kescjahtcraan (depriviation of
well being). Lebih lanjut lagi pada tahun 2004 World Bank menjelaskan salah
satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (lack of
income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
perumahan dan tingkat keschatan dan pendidikan yang dapat diterima
(acceptable). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan
lapangan pekerjaan dan biasanya mercka yang dikategorikan miskin (the poor)
tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan
mereka pada umumnya tidak memadai.

Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga
mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan
kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan
dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang
bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting
bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu
masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan
sumber daya ekonomi. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di
Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah
definisi yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik,. BPS mendefinisikan
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kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
scbagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang
dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK).

Sementara itu menurut para ekonom, Amartya Sen dalam Bloom dan Canning,
(2001) bahwa sescorang dikatakan miskin bila mengalami “capability deprivation"
dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif.
Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi :
kesempatan dan rasa aman., Kesempatan membutuhkan pendidikan dan
keamanan membutuhkan kesehatan,

Permasalahan kemiskinan tidak dapat teratasi dengan mudah. Untuk
mengatasinya tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah
pengangguran, pendidikan, keschatan dan masalab-masalah lain yang secara
eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain,
pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan
terkoordinasi dan terintegrasi.

GAMBARAN UMUM KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK

Perkembangan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (CK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum
yang dibutuhkarn untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang
setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan
makanan. Garis Kemiskianan yang digunakan olch BPS terdiri dar dua
komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non
Makanan (GKNM), dimana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.
Garis Kemiskinan di Kota Pontianak senantiasa menunjukkan peningkatan dari
tahun ke tahun. Dari tahun 2008 ke tahun 2018 peningkatan garis kemiskinan di
Kota Pontianak mencapai 150 persen dari 193.984 rupiah/kapita/bulan
meningkat menjadi 483.618 rupiah/kapita/bulan, Artinya, pada tahun 2018,
dibutuhken biaya sebesar Rp 483.618 untuk setiap orang memenuhi kebutuhan
dasar baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan non makanan setiap
bulannya. Schingga, apabila terdapat penduduk yang memiliki pendapatan atau
rata-rata pengeluaran konsumsi kurang dari Rp 483.618 setiap bulannya pada
tahun 2018 akan dikategorikan sebagai penduduk miskin,
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Tabel 1
Garis Kemiskinan di Kota Pontianak, 2008-2018

Garis Komiskinan
(Rp/HKapita/Bulan)

Urainn

TP T A R TR

2008 192,984

2009 S 218802
2010 242,772
- 2011 3 253.357
2012 310.707
2013 © 341422
2014 369.079
2015 el 403.905
2016 427.783
2017 : 439,648 s -
2018 483.618

Sumber: Badan Pusat Statistik Fonlianak

Gearis Kemiskinan setinp Kabupaten dan Kota akan berbeda satu
dengan yang lain, mengingat setiap kabupaten kota memiliki harga bahan pokok
makanan dan non makanan yang berbeda-beda sehingga uang yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan juga akan
menjadi berbeda di setinp kabupaten dan kota yang ada di sehuruh Indonesia.
Bila dibandingkan dengan kabupeten dan kota lainnya di Provinsi Kalimantan
Barat

Garis Kemiskinan Kota Pontianak setiap tahunnya merupakan Garis
Kemiskinan tertinggi. Hal ini méncerminkan biaya hidup di Kota Pontianak lebih
tinggi dibandingkan di kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Garis
Kemiskinan yang meningkat setiap tahunnya mengindikasikan terdapat
peningkatan harga makanan maupun non makanan yang tergolong sebagai
kebutuhan dasar dari tahun ke tahun di Kota Pontianak. Berikut disajikan tabel
Garis Kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,
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Tabel 2
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2018

Garis Kemiskinan Menurut Kebupaten/Kota
Nama Wilayah {Rupial/kapita/bulan)

2015 2016 2017 2018

o ) A R R S R L T S
KALIMANTAN BARAT 323,615 347.880 377.219 409.287
Sambas 329993 345,066 369,202 407.346
Bengkayang 273629 291.430 311.815 339.891
Landak 287.822 300.123 320.600 351.942
Mempawah 268.242 292,129 318,682 337.350
Sanggau 250.9238 265.067 283608 312.909
Ketapang 356.319 366.250 391.868 432.354
Sintang 421877 446.381 477,604 - 551.704
Kapuas Hulu 346.335 369.981 384.275 430.652
Sekadau 256.452 269.324 288.162 313.930
Melawi 408.635 431660 461462  509.138
Kayong Utara Ry 230.320 244.046 260.114 287,078
Kubu Raya 305.859 320511 359.461 377.302
Kota Pontianak - 403,905 427.783 439.648  483.618
Kota Singkawang 376,797 357.801 410.717 464.673

Sumber: Badar: Pusat Statistik Fontianak

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Setelah Garis kemiskinan ditetapkan, jumlah penduduk miskin dapat dihitung.
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan akan dimasukkan ke golongan penduduk miskin. Angka
kemiskinan di Kota Pontianak selama satu dekade menunjukkan adanya tren
penurunan baik dari jumlah maupun persentasenya, kendatipun dari sisi
persentasenya sempat mengalami peningkatan pada tahun 2010, 2015 dan tahun
2016. Persentase penduduk penduduk miskin di Kota Pontianak pada tahun
2008 mencapai 9,29 persen atau sebanyak 52,80 ribu penduduk, dalam kurun
waktu satu dekade berhasil diturunkan menjadi 5,00 persen atau sebanyak 31,76
ribu penduduk.

Berikut disajikan tabel perkembangan penduduk miskin di Kota Pontianak dari
tahun 2008 hingga tahun 2018.
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Tabel 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P0) di Kota Pontianak, 2008-2018

Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin

T o
ahun {eibu) (%)

o = ey e . : 17T 'S DR WIEDD

2010 36,60 6,62
2011 34,78 6,15
2012 33,22 5,77
2013 32,59 5,56
2014 30,93 513 -
2015 31,56 522
2016 34,11 5,55
2017 . 33,18 5,31
2018 31,76 5.00

Sumber: Badan Pusat Statiatk Pontianak

Dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Kalimantan Barat,
Kota Pontianak berada pada urutan ke 5, setelah Kabupaten Ketapang, Sambas,
Landak dan Sintang, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun
2018. Namun, bila dilihat dari persentasenya, Kota Pontianak berada pada urutan
kedua, setelah Kabupaten Sanggau, dengan persentase penduduk miskin yang
terkecil. Hal ini bisa terjadi dikarenakan jumlah penduduk total Kota Pontianak
yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat,

Tabel 4
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten /Kota
di Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018

Garls Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota {Rupiah/kapita/bulan)

2018 . 2016 2017 2018
Nama Jumish | Petsentase | Jumlah | Persentsse | Jumian | Persentase | Jumiah | Persentase
Wilayah renduduk | Pensduduk | Pendoduk | Penduduk Penduduk : Penduduk | Penduduk | Penduduk
Mizkin Miskin Miskin Miakin Miskin | Miskin Miskin Miskin
[% (ribu) {ribuy | (%)
g 803 381,35 787 38783 788 387,08 7.7
Sambas 4920 T o4 44,58 8,54 4542 850 asas 3,55
Besgiayang 16,40 6,94 18,04 7.46 18,48 7.51 17,94 717
Landak ' 4846 1351 4455 1232 ' ‘sap2’ 1223 a7l iaar
Pontianak 13.88 5,52 14,61 578 18,30 594 14,61 5,61
Sanggau 20,26 457. " 2027 451 2082 452 2159 4,67
Ketapang 55,39 11,72 53,07 10,99 54,28 13,02 54,86 10,93
Sintang 36,83 9233 ' 40,% 10,07 41,46 10,20 . 1 4265 10,35
Kapuas Hulu 23,74 9,66 24,49 9,82 2396 9,45 24,76 9,60
Sekadau - 12,5 1 6,50 11,97 6,14 1274 . 6,46 1229 .. BT
Melow 24,56 12,57 25,05 1263 25,28 12,54 26,24 12,83
KayongUtara 1041 ' 984 1089 10,19 10,75 C 989 111,13 <1008
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Kubu 28,38 522 27,83 5,04 9,53 5,26 8,86 5,07

3 x : ; . 'ilaig'u : m 34,13 5,55 3318 5,31 3!.70 3,00 .
Lo 11,90 s76 02 533 1161 s 117 512
_Singkawang_ :

Sumber- Badan Pusat Statistik Pontianak

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Seclain Garis Kemiskinan, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran untuk mengukur kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap QGaris Kemiskinan.
Semakin tinggl nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari
garis kemiskinan.

Tabel 5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsl Kalimantan Barat, 2015-2018

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Nama Wilayah menurut Kabupaten /Kota
2015 2016 2017 2018
e T R ) LA () e R B
Kalimantan Barat 1,29 1,30 1,23 1,18
'Sambas | - .. 1,44 130 105 . 11,02
Beagkayang 0,94 1,26 0,94 0,69
Landak | 236 | 138 188 | 182
Mempawah 0,59 0,40 0,65 0,85
Sanggau ‘079 074.. 049 ' 0,51
Ketapang 1,74 1,90 1,63 2,00
Sintang 1,15 1,24 149 2,16
Kapuas Hulu 1,73 1,43 1,28 1,34
Melawi 2,40 2,14 2,06 2,05
Kayong Utara 1075 1M 1,55 147
Kubu Raya 0,77 0,75 0,83 0,63
KotaPoptlapak -~ 052 071 1,01 0,62
Kota Singkawang 0,66 0,66 0,73 0,70

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) di Kota Pontianak dari tahun 2015 sampai
dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, Indeks Kedalaman
Kemiskinan Kota Pontianak berada pada kisaran 0,52, kemudian meningkat pada
tahun 2016 menjadi 0,71, dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,01,
Indeks ini mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 0,62. Indeks
kedalaman kemiskinan tertinggl terjadi pada tahun 2017, yakni scbesar 1,01,
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Tingginya indeks tersebut menunjukkan bahwa semakin jauhnya rata-rata
pengeluaran penduduk Kota Pontianak dari garis kemiskinan. Bila dibandingkan
dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2018,
Kota Pontianak memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan terkecil ketiga setelah
Kabupaten Sanggau dan Sekadau. .

Indeks Keparahan Kemiskinan

Ukuran lainnya untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan kemiskinan (poverty severity index)
memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk
miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin.

Tabel 6
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaien/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat, 2015.2018

Indeks Keparahan Kemiskinan (F2)
Nama Wilayah meaurut Kabupaten/HKota
2016 {1 ¥i 2018

3 s R e gy

Sambas @ 0,33 030 024 021
Bengkayang 022 028 017 011
tandaic 7 sy oas Mozl ke,
Mempawah 010 007 014 025
Sanggau . 020 016, 009 009
Ketapang 043 0S50 040 0,66
Sintang | 027 026 034 0S8
Kapuas Hulu 049 034 027 - 029
Sckadau .03 022036 008
Melawi 0,68 057 05 050
KayongUtara . 0,06 045 038 ' 1032
Kubu Raya 016 017 021 0,4
Kaiapostiiask | 010 016 0887 /o4
Kota Singkawang 004 014 037 018

Sumber: Badan Pusat Statistik Pontiarak
Seperti halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan
Kemiskinan di Kota Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami
fluktuasi, Pada tahun 2015, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak
sebesar 0,10. Indeks ini terus mengalami peningkatan di tahun 2016 dan 2017
dengan nilai 0,16 dan 0,35, Namun pada tahun 2018 dapat diturunkan menjadi
0,14. Indeks tertinggi selama empat tahun belakangan terjadi pada tahun 2017,
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ini mengindikasikan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin, Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di
Provinsi Kalimantan Barat, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak pada
tahun 2018 merupakan indeks dengan nilai terendah keempat setelah Kabupaten

Sekadau, Sanggau dan Bengkayang.

Program dan Kegilatan Penanggulangan Kemiskinan

Scbagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10
tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak
Tahun 2005-2025, tahapan rencana jangka menengah 2015-2019 merupakan
periode lima tahunan ketiga dalam kerangka pembangunan jangka panjang vang
mana ditujukan untuk mewujudkan :

1. Pendidiken yang berkualitas yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat dengan didukung biaya pendidikan yang bersumber dari APBD
yang makin meningkat dan swasta yang makin berperan aktif positif, terus
mengupayakan wajib belajar 12 tahun, peningkatan IPM, terus menurunkan
angka buta aksara, melanjutkan perbaikan sarana den prasarana pendidikan
yang lebih memadai, kelayakan mengajar, sertifixasi guru, terus
mengupayakan pendidikan gratis bagi anak kurang mampu secara bertabap,
didukung oleh polas hidup sehat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
penyediaan anggaran keschatan yang makin meningkat, sekaligus dibarengi
dengan pelayanan Puskesmas terpadu dan berlangsung 24 jam yang makin
optimal dan penambehan dokter spesialis yang mencukupi kebutuhan.
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10.

Pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat kurang Deruntung lerus
meningkat dan mencakup berbagai bidang kehidupan, gerakan KB makin kuat
dan pemerataan perscbaran penduduk antar kecamatan makin terwujud,
masalah sosial makin terkendali dan angka kemiskinan terus menurun,
termasuk korban NAPZA dan HIV/AID.

Terwujudnya industri yang dapat menghasilkan produk berdaya saing, terkait
dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri
yang schat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ckonomi dengan
tersedianya produk unggulan yang mampu bersaing baik di pasar regional
maupun di pasar internasional,

Terwujudnya koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku ekonomi yang memiliki
keunggulan komparatif, kompetitif dan mandiri. Kondisi ini dicapai dengan
mewujudnya keharmonisan dan kemitraan antara Koperasi dan UKM dengan
usaha besar.

Pembangunan jangka menengah ketiga ini untuk peningkatan jalan sesuai
standard, fungsi dan lebar, kualitas, sarana penunjang adanya jalur hijau,
trotoir dan sarana penyandang cacat.

Disamping focus pada kualitas jalan juga secara bertahap bergeser ke arah
peningkatan kualitas lingkungan yang menjadi visikota.

Masyarakat mandiri/madani/civil society maka dalam penyedisan air bersih
juga ditingkatkan peran swasta mengelola air bersih agar tercapai efisiensi dan
efektifitas yang tinggl dan daya saing.

Transportasi umum dan pribadi yang aman tanpa kecelakaan, tanpa
kemacetan, nyaman dan efisien

Perencanaan tata ruang dan wilayah diarahkan agar lebih merata dalam
pengembangan dan pertumbuhan serta mengurangi kesenjangan,

Pemanfaatan ruang yang optimal dan berkeadilan bagi kelompok masya-rakat

lapis menengah kebawah dalam wujud ruang untuk terbuka umum yang
dimungkinkan untuk sector in formal. Serta didukung pengendalkan tata ruang

sesuai daya dukung lingkungan dan upaya untuk mendukung tercapainya kota
perdagangan dan jasa .
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11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

21.

23,
24,

Tahap ketiga RPJM ini diarahkan pada pemantapan pemahaman politik
masyarakat dan kesadaran hukum. Keamanan dan ketertiban ditingkntl.can
untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta angka kriminalitas
secara struktural dikurangi dengan penyediasan lapangan pekerjaan. Peran
pemerintah ditahap ini sudah mulai bergeser ke peran regulator, fasilitator dan
stimulator, sedangkan peran sebagi investor pada sarana dan prasarana publik
yang bisa diperankan olch swasta agar didorong untuk terus dikembangkan.

Meningkatkan dukungan pelayanan kependudukan dan pecatatan sipil yangoptimal

Meningkatnya diversifikasi komoditi dan tujuan pasar ekspor didukung
peningkatan efisiensi sistem distribusi dan pengembangan perdagangan dalam
negeri serta akses fasilitasi standarisasi produk Jokal dan pengaman
perdagangan

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan penegakkan hukum bidang
ketenagakerjaan

Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengembangkan
kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan latar belakang
pendidikan dan kebutuhan Formasi PNS

Menciptakan sistem tata kelola dan informasi kepegawaian yang andal
Optimalisasi sistem pengukuran kinerja kelembagaan )
Penyediaan kebijakan pengelolaan aparatur dan analisis jabatan
Mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Mendorong transparansi dalam pengadaan barang danjasa
Mendorong pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan SPM

. Melakukan kajian dan pendataan wilayah administratifkota

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi, kebijekan pengembangan
BUMD dan perekonomian daerah
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25, Memaksimalkan media massa sebagai alat menyebarluaskan informasi publik,
Tersebarnya publikasi informasi produk unggulan dacrah mclalui kegiatan
pameran promosi media cetak dan clektronik

26. Mereview produk hukum daerah dan mengidentifikasikan kebutuhan regulasi
daerah serta Mengkaji substansi produk hukum daerah sesuai dinamika
perkembngan yang terjadi

27. Meningkatkan kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan
BUMD dan perekonomian dacrah

Mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam RPJP Kota Pontianak scbagaimana terscbut di atas, maka
disusun skenario tahapan pembangunan tahunan yang nantinya akan jabarkan
lebih lanjut dalam rencana tahunan (RKPD). Skenario ini akan harus digunakan
secbagai acuan dalam merancang focus dari berbagai program dan kegiatan
tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJM ini.

Skenario ini disusun dengan mempertimbangan pentahapan pembangunan,
pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing misi serta kebutuhan
pendanaan dan mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Adapun skenario tahunan
dari RPJM Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah sebagai berikut:
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Skenario dan Fokus Pembangunan Pernbangunan Tahunan Kota Pontianak Periode 2015~ 2019

45

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Tabel
Strategl dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019

Vvisk:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber
Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan Bersih"

WIS 1:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat,
berbudaya dan harmonis,

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
T Meningratkan “Neningkatkan Neningiatian Nemfasilitast, melakukan
keharmonisan dan pemahaman dan pelayanan permbinaan, mejalin
kualitas kehidupen peiayansn keagamaan | kesejahteraan kerjasama den keordinasi
beragama dan keharmanisan masyarakat dan dengan stakeholder/
kehidupan kehidupan beragama | pelaku kehidupan
bermasyarakat serta kehanmonisan | beragama dan masyarakat
masyarakat luas
2 Meningkatkan Meningkatnya apresiasl | Menijalin kerjasama Meningkatkan kualitas dan
pengembangen terhadap seni budaye | den pertisipas kuantites SDM seni dan
potensi seni budaya masyarakat dalam ckonomi kreatif, sistem
seni budaya informasi dan kesadaran
masyarakat akan
pentingnya HAKI
Mengembanglan event
dan promosi kebudayasn
dan sarana prasarana
kesenian untuk
mendorong senl budaya
- dan ekonomi kreatif
Melestarikan, Memperkuat dan

megembangkan dan | memperluss jejaring dan
aktualisasi nilai dan | kerjasama dengan pelaku
tradisi dalam rangka | budaya dalam mengelola
memperkaya dan dan melestarikan karya
memperkokoh aset budaya secara
khasanah budaya berkelanjutan
dserah
Mempertahankan dan | Meningkatian
mengembangkan pameliharaan dan
ndal- nfial Khasanah | pelestarian tempet, benda
senl budaya Kota dan bangunan cagar
budaya

Pontianak
3 Meningkatkan Meningxatnya Meningkatkan Meningkatkan
keberdayaan periindungan dan kualitas hidup pariindungan peremrpuan
masyarakat pemberdaysan perempuan dan enak | dan peningsatan
perempuan dan anak kesetaraan r
dalam pembangunan Men kota Poatlanak
Lavak Anak
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan
Meningkatnya Mewujudkan norma Nembentuk keluarga
pembinaan keluarga keluarga kecil berkualitas melatul
berencana dan bahagia sajahtera keluarga
sejahtera

uemmu:o" Meningkatnya m'g.lhlmm Penhw meah""
gan pember: n paran pe m
mmm\gm mem potensi kepemudaan | pemban dasrah
potensi kepemudaan | Meningkatnya kualitas | Meningkatkan Peningiatan s
dan olehraga dan kuantites prestasi | penyelenggaraan masyarakat dalam kegiatan
olahraga olahraga pendidikan, | olahraga
rekreasi dan prestasi
Meningkatkan Peningkatan penyediaan
kuatitasdan kuantitas | fasilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana | sarana dan prasarana
olahraga clahrga =
Neningkatkan Meningkatnya kualitas | Meningkatkan Peningkaten akreditasl
pemarataan pandidikan pemerataan mutu s=kolah dan Penerapan
pendidikan yang pendidikan pada sistem manajemen mutu
tas. jerjang SD/MI, (Quality Management
SLTP/MTS, dan Sysiem)
SMA/SWCMA
 Pelaksanaan Pemetaan
Sekolah
Mengurangi angha Meningkatkan motivasi
anak-anak keluarga dalam pempelajaran bagl
miskin yang putus siswa di sekoleh
sekolah SD/M, Penyelenggaraan
SLTP/MTs dan panyetaraan bagl
SMA/SMK/MA masyarakat pada jenjang
SD/MI, SLTP/MTs dan
SMA/SMC/MA dan
Pemberian bantuan
Operasional bagi sekplah
pada jenjang SD/M,
SLTP/MTs den
SMA/SNK 7 MA
Penataan penempatan
guru dan peningkatan
manajemen pendidikan
Meningkatnya Meningkat mutu Melaksanakan keglatan
pemerataan kualitas tenaga pendidik penyelaraan pendidikan
tenaga pendidik
Meningkatnya kualftas | Meningkatkan mutu | Optimallsasl kegiatan
dan cakupan pendidikan PAUDN! peningkatan mutu
pendidilan informal, pendidikan PAUDNI
mﬁu ningkatan akses Pembangunan sarana dan
berkebutuhan khusus | pendidikan bagl prasarana pendidian
masyarakat yang untuk masyarakat yang
berkebutuhan khusus | berkebutuhan khusus
Meningkatnya Meningkatkan Membangun sistem
wawasan masyarakst | pelayanan dan perpustakaan yang efektif
melalul penguaszan pengelolazn dan efisien
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
fimu pengetahuan dan | perpusiakasn, “Pengembangan sarana dan |
teknologi serta budaya prasarana perpustakaan
minat baca
Pemasyarakatan iptek
melalui media belajar
samblt bermain
Meningkatnya Meningkatnya Menyelenggarakan
keselamatan dan keselamatan dan pelestarian, pemeliharaan,
kelestarian Gokumen/ | kelestarian dokumen/ | perawatan dan
arsip daerah arsip daerah pengamanan arsip
&  Meningkatkan Meningkatnya kualitas | Meningkatkan ayanan rumah sakit
derajat kesehatan kesehatan perorangen | kepussan pelanggan | yang berfokus kepada
masyarakat rumah sakit kepuasan pelanggan
Meningkatkan kampanye hidup dersih
kesdadaran hidup dan sehat bagi masyarakat
bersih dan sehat _—
Meningkatkan Peningkatan Pelayanan
efisensi/ mutu rumah sakit bermuty sesual
layanan rumah sakit | dengan standar
Pemenuhan standar | Pringkatan mutu dan |
pet“n:mm rumah manajemen rumash sakit
53
Meningkatkan sarana | Mengadakan sarana dan
dan prasarana rumah | prasarana memenuhi
sakit satandar ditentukan
Meningkatkan Peningkatan hkas
kualitas Sumber daya | sumber daya manusia
manusia kesehatan mmmm dah:mum dokter
a
atnya Kualitas | Meninghkatkan tan
Kesehatan Masyarakat | kesehatan dan hamil, melahirkan dan bayi
keselamatan ibu
hamil dan bayi
Meningkatkan eningkatan pelayanan
Ioesihun balita dan | kesehatan anak balita
ana
Peningkatan glo Penanganan dan = ==
masyarakat pencegshan gizl buruk
“Penanganan dan Penurunan angka kosakitan |
pencegahan penyakit | penyakit menular dan tidak
menular dan tidak menular
menular
"7 Meningkatkan Peningkatan pola Meningkatkan sanitasi | Pengembangan ligkungan
Kesshatan hidup bersih dann dan perfiaku hidup yang sehat dan perflaku
Lingkungan sehat bersih dan sehat sehat
8 Meningkalkan Peran | Meningkatnya Peran Mempertuas Memperiuas cakupan
Serta dan Serta dan Kemandirian | pembinaan, promosi, penyampaian
Kemandirian Masyarakat dalam kerjasama dan injormasi kepada
Masyarakat dalam layanan kesehatan koordinasi dalam kelompok-kelompok
layanan Kesehatan rangka masyarakat
pemberdayaan
masyarakat
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
9 Meningkatkan Neningkatnya Peningkatan kualitas standar
Pelayanan Keschatan | pelayanan kesehatan | layanan kesehatan pelayanan kesehatan
yang Berkualitas, yang berkualitas, Nening<atnya Mendo ran serta
Merata dan merata dan terjangkad | yecadaran kesehatan mmrm?usn
Terjangkeau masyarakat peningkatan derajat
kesehalan masyarakat
10 Memastikan Meningkatnya Penyediaan jaminan | Perluasan cakupan jaminan
tertaksananya Kepesertasan Jaminan | kesehatan masyarakat | pemaliharaan kesehatan
Jaminan Kesehatan Kesehatan
Semesta (Universal
'ﬁ—%an menurunnyya Meningiatkan upaya | Perluasan dan peningkatan
permasaiahan soslal | Penyandang Masalah pemberdayaan PMKS | akses panyelenggaraan
masyarakat Kesajahteraan Soafal dan masyarakat kesejatersan sosial bagi
(PMKS) lainnya dalam kepedulian PMKS
sostal
ngkatkan
tanggungjawab dan
kepedutian masyarakat
dalam menyelenggarakan
koscjahteraan sosial
Neningiatan pemenchan
kebutuhan dasar korban
bencana
Meningkatkan Peningkatan kuafitas
ketepatan sasaran administrasi dan ketepaten
penerima beras penerima program raskin
miskin
Misi2:

Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan
pemerintahan danimplementasi Zonaintegritas melalui penetapan Wilayah
Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebljakan
ya Peningkatan
kelola pemerintahan | Profesionalisme dan kemampusn, kepada aparatur untuk
yang profesional, kinerjs aparatur keterampilan, disiplin | mengembangkan
bersih, transparan sarta pengembangan | kemampuan, keahlian dan
dan akuntabel budaya kerja keterampilan sesuai
organisasl dangan latar belakang
pandid&an dan kebutuhan
Formasi PNS
Menciptakan sistem tata
kelola dan informasi
kepegawain yang andal
Menngratnyakinerja | Perbalkan dan Optimalisas! Sistem
Organisasi Perangkat cfisiensi tata laksana, | Pengukuran kinerja
Daerah proses kerja, kelembagaan
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebljakan
kelembagaan
organisasi, efisciensi Tata laksana dan
administrasi serta proses kerja
pengukuran kinerja
kelembagaan
[ Peningkatan fungsi dan
kapasitas kelembagaan
Penyediaan kebijakan
pengelolaan aparatur dan
analisis jabatan
Mendorong transparans
dolam pergadaan barang
dan jasa pemerintah
MNendorong pelaksanaan
pemerintehan sesual
dengan SPM
Nelkukan kajlan dan |
pendataan wilayah
administratif kota
Nanlaksanakan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
dan ke n
Meningkatnya
kualitas admindstrasi administras! dan evaluasl
dan evaluasi kebijakan pengembangan
kebijakan BUMD dan perakonomian
pengembangan daerah
BUMD dan
_perekenomian daerah
Meningkatkan Meningkatmya Nemalsimalkan media
keterbukaen dan publikasi informasi massa sebagai alat
transparansi informasi publik melslui media | meryedariuastkan informasi
penyelenggaraan cetak, elektroni dan | publik
pemerintahan dan media lainnya
pelaksanaan Meningkatkan Tersebamya publikast
pembangunan penyebariuasan informasi produk urggulan
informasi dan daerah melalul kegiatan
pengenalan produk pameran promosi media
weaulan daerah cetak dan elektranik
Mendorong Metakukan keordinasi,
optimalisasi konsultasi dan komunikasi
koordinasi dan dan kerja sama antar
kerjasama antar lembaga, Institusi & daerah
plmpinan, antar dan antar daerah
lembasga dan antar
daerah
Tersedianya produk- mengevaluas, menata | Mereview produk hukum
produk hukum daerah | dan mengkaji deerah dan
yang mampu produk-produk mengidentifikasikan
mendulung hukum daerah kebutuhan regulasi daerah
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
perkembangan dan Mengka)l substansi
dinamika yang hukum dasrah sewual
berkembang dinamia perkembngan

yang terjadi
"Pembinaan hukum | Me an
pada masayarakat | bantuen hukum bagl
dan menyelesaikan peneimtah kota dan
kasus-kasus hukum melakekan edukasi pada
pemerintah kota masyarakat
Meningkatkan kualitas | mendorong peningkatan koordinasl, |
pelayanan terhadap terciptanya komundkasi, pendidkan
pelaksanaan tugas- profesionaiisme dan pelathan aparatur
tuges dan fungsi DPRD | aperatur selsetariat serla enggota legislatir
dan logislatif
WMenjadikan Kelurahan | Optimalisasi Meningkatikan partisipasi
dan Kecamatan sebagai | penyelenggaraan aktif masyarakat dan
ujung tombak pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat
pelayanan kepaca pa:yulll g)nwk di | luas
" ssormisiro Pembinaan dan kord
kecamatan aktif dengan kelompok-
kelompok masyarakat
Peningkatan Kinerja
lembaga kelurahan dan
kecamatan
Manjadikan database Peningktan pelayanan | maningkatikan dulungan
kependudukan yang administras pelayanan kependudukan
akurat dan valid kependudukan dan dan pencatatan sipil yang
sebagai dasar bagi catatan sipil optimal
perencanaan
pembangunan
2 Mengarahkan M:nyﬂml:uﬂn Menyediakan Maryediakan dokumen
pelaksanzsan perencanaan dakumen perencanain pembangunan
nan sesuai | pembangunan, perencanaan sesyai ketentuan bak
dengan visi dan misi | pengendali pembangunan jangka | substansi maupun ketertuan
kots serta dinamika | pelaksanaan pendek, menengah wakty
n pembangunan dan dan jengka panjang mm perencanaan
terjadi dengan prinsip | penalitian serta kota jakan
partisipatif, akuntabel mmba‘naan m‘ W ekanomi
dan responsif znnupui , akuntaba R Ay —
dan kebijakan
sosial budaya kota sesuai
dinamika yang terjadi
Nenyediakan perencanaan
|jakan
pengembangan saranan dan
prazarana kota sesuad
kebutuhan
[ Manyediakan hast-hasil
baga Gt gt
dasar
kebijakan Mmmporm
pengermbangan wilayah kots
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan
Neryebariuathan informasi
hasil-hasil perencanaan,
kajlan, studi serta evaivasi
pembangunan kepada
masyarakat luas
Nelaksanakan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan jangka
rndek. menengah dan

Meningkatkan Merminimalisse Optimalisasl kinerja Meningkatkan sistem
Akuntabdlitas Kinerja, | terjadinga penyelenggaraan pengawasan kinerja dan
Keuangan dan penyelewengan dan pembangunan dan pengawasan intern dalam
Pengawasan Intem meningkatkan permeimtaban melawi | pelaksanaan pembangunan
Satuan Kerja efektifitas serta efslensi | sistem pengawasan dan penyelenggaraan
Perangkat Dasrah pelaksanaan yang balk pemerintahan
pemba n
Meningkathkan sistem | Terwy Mernerapkan sistem Meningkatkan pengelolaan
pengelolaan penyusunan dan pengendalian dan perencanaan, pelaksanaan
keuangan dan aset penyampaian dokumen | penggunaan keuangan daerah yang
daerzh yang APBD tepat waktu anggaran tepat waktu | mendukung kebutuhan
aluntabel, transparan, | E%an daerah
profesional dan Terwujudnya layanan | Menerapxan n n
berdaya guna optimal | penatausahaan pengelolaan pengeluaran daerah sesual
keuangan tepat waktu | pengeluaran dacrah dengan ketentuan yang
sesuai dengan berlaku :
ketentuan yang
bertaku
Terwujudnya Menerapkan Meningkatkan pembinaan
penyampaian SPJ dan penyelanggaraan kepada SKPD datam
laporan keuangan tepat | sistem peayusunan mewujudikan
waktu dan penyajian pertansgungjawaban
pelaporan keuargan | pelaksanasn APED tepat
daerah berbasis SAP | waktu sesual SAP
erwujudnya validasi Meningkatkan Neningkatkan
sistem pengelolaan validitas sistem penyelenggaraan sistem
aset deerah pengelolaan aset informasl pengelolaan aset
daarah daerah
Meningkatkan Meningkatkan Mengoptimalkan Optimalisasi potensi pajak
Penerimaan pertumbuhan sumber daya daerah yang belum
pendapatan daerah penerimaan pajak pendapatan asli terealisasi
dan partisipasi daerah daerah L
masyarakat dalam Meningkatkan Meningkatkan wajib | Melakukan soslalisasi,
penerimaan kesadaran masyarakat | pajak yang terdaftar | pengawasan, pemertksaan
pendapatan daerah dalam membayar pajak | untuk melakulan dan penertiban pajak dan
daerah pembayaran pajak wafib pajak daerah
daerah
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Misi3:

Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah,

Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan
1 menciptakan sistem Nenngkatkan kesiagasn
kesiagaan tanggap dan pencegahan kemampuan dan kepada petugas pemamdam
bencana yang baik bencana dan bahaya keterampilan petugas | dan relawan pemadam
pemadarn kabakaran
dan relawan df Kota
Portianak s
Mengembangkan Memenuhi kebutchan | Pembelian peralatan petugas
kapasitas kelembagasn | peralatan petugas penanggudangan bencana
penanggulangan
bencana bencana
Penanganan L2nggep Mendata persstiwa Neningratkan keterampilan |
darurat penarggulangan | bencana dan petugas tanggep bencana
bencana maemanuhl kebutuhan
dasar korban bencana | Pendataan penanganan
peristiwa bencana
Melakukan pencegahan | Sosialisasi Soslatisasi ke SMU/ SMK
dini dan kewaspadasn dan kewaspadaan dan
menanggulangl korban | keslapsiagaan kepada | kestapsiagaan kepada
dari bencana alam masyarakat dan masyarakat dan pelajar
pelajar dalam usaha | dalam usaha
penanggulangan penangauiangan bencana
bencana serta
pelatihan rutin untuk | Pelatiban natin TRC dan
relawan dan Tim TRC | relawan
Meningkatkan saranan | Peningkatan Pembelian dan
dan prasarana ketersediaan pemeliharsan peralatan
kebakaran peralatan pemadam | pemadam kebakaran
dan usia pakai
peralatan pemadam
1 Meningkatkan Meningkataya kusntitas | Pembangunan sarana | Meningkatkan jaringan
ketersediaan dan kualitas falan dan | dan prasarana dasar | jalan yang ada serta
prasarana dan sarand | jembatan perkotaan dan membangun jaringan jelan
perkotaan yang infrastruktur guna yang baru
merata mendukung menunjang Menyediakan database
perkembangan kota perekonomian pengendalian
dan wilayah jalan/jembatan dan
meningkatikan rasio
jalan/ jembatan barkondisi
baik
Meningkatnya Menciptakan sistem | Optimaiisasi dan integrasi
pelayanan infrastruktur | drainase yang mampu | sistern drainase dan
drainase menanggulangi banjir | peningkatan kapasitas dan
dan genangan kondisi saluran
Nengendalian genangan
dan banjir
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Neninghatkan kuantias | Pengadaan dan “Pengacaan pralatan kerja
dan kuastitas alat-alat pemeliharaan berkala | sesual kebutuhan dan
berat penunjang alat-alat berat pemeliharaan kondisi

_than ralatan kerja

erwujudnya sistem Meningkatkan engembangan serta

transportasi kota yang | pembangunan, meningkatkan keandalan
aman, nyaman, tertid | rebabilitasi dan sistern angkutan umum
dan mendorong pemeliharaan sarana | dan pergerakan angkutan
konektifitas antar dan prasarana pritadi dikembangkan
wilayah perhubungan darat wcara terencana

{laly lintas) dan air Pengembangan sistem
mm&au mm dan perparkiran yang baik pada
. kawasan-kawasan kota
Mengoptimalkan Pengembangan sarana
sistem perangkutan | perhubungan sungal
sungai untuk sebagal alternatif untuk
menunjang sistem mengurangl bebon laly
transportas darat lintas df ruas jalan

Meningkatnya Meningkatkan Ketertiban
pegendalfan dan dan Keselamatan Dalam
pengamanan BertLalu Lintas

faldintas

3 Menyediakan utilitas | Meningkatkan Kuantitas | Menorangi setiap ruas | Meningkiatkaa cakupan
perkotaan yang dan kualitas pelayanan | jalan-jalan yang ruas jalan kota dan
merata untuk Penerangan Jalan menjadi kewenangan | lingikungan yang diterangi
melayani aktivitas dan| Umum {PJU) kota oleh PJU
perkembangan kotd  [“Neningkatnya Meningkatkan Meningkatkan pelayanan

pengelolaan ssmpah kuantitas dan kualitas | cperasional pengangkutan

kota pergeotoan sampah | sampah deri TPS ke TPA -

S AP Optimalisas! tata kelola
Instalas Pengolashan

Limbah Tinja

Meningkatkan tata kelola

Tempat Pengelolaan Akhir
({TPA) sampah

Neningkatkan kuantitas
dan kualitas saranadan
Frasana pengolahan
sampah

Menggall potensi
pemblayaan pengelolasn
sampah dari masyarakat
can peningkatan
kesadaran masyarakat
tentang ketentusn
pembuangan sampah
Mendarong paran Meningkatkan partisipasi
serta masyarakat serta keterampilan
dalam pergeiolan masyarakat dalam
sampah sejak dari pengeloaan sampah
sumbernya
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan
Weninghainya image Meninghatkan san, penataan
kota melalud Kuantitas dan lusalitas | pemeliharan kualitas
pargetolaan Ruang pengelolaan Ruang Ruang Terbuka Hijau
Terbuka Mijau Kawasan | Terbuka Hijau perkolsan
Perkotaan perkotaan
Misi 4 :
Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan
layak huni
Tujuan Sasaran Strateg! Arah Kebijakan
1 Meningkathan erwujudnya kuslitas | Penegalan hukam rgawasan
kualitas pangelolaan | dan keseimbangan lingkungan penertiban tempat usaha
Iiagkungan hidup ketestarian lingkurgan
perkotaan _hidup -
Terwujudnya Pencagahan Pemasyarakatan regulas
pengawasan, pencemaran udara Lingeungan
pengendalian dan alr dari keglatan
pencemaran dan usaha
kerusakan linglungan | Meningkatkan Mendukung pelestarian
untuk pelayanan kegiatan peaghijavan | ahan malalul penghijauan
kepada lingkungan lingkungan
dalam bidang
lingkungen hidup
Tindak lanjut pesgadusn | Respon cepat dan tanggap
masyarakat akibat terhadap pengaduan yang
adanys dugasen masuk
dan/ atay
mudun Urghungan
= hidup
2 Menerapkan dan Terwujudnya penatean | Pemenuhan Penyederhaan perijinan
mengendalikan kawasan permukiman | kebutuhan rumah am n
pembangunan sesual | kumuh dan rumah tidak | yang layak dan perumanan, sertifikasi hak
dengan rencana tata | layak huni terjangkau dengan stas tanah dsbnya,
rJang kota menitikberatkan pada
rmasyarakat miskin mm I
dan berpenihasian | yang bertumpu pade
keswadayaan masyarakat
bantuan stimulant rumah
tidak layak huni/wC
Merwujudken kondisi | Perbalkan presarans,
lingkungan sarana dam utflitss
perumahan dan lingurgan (pembangunan
permukiman yang jakan dan drainase
sehat, aman, teratur, bantuan
harmenis den material jalan Uingkungan,
berketanjutan pangadaan dan
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air bersth)

Meninghkatkan kuantitas
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lingkungan
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebijakan
Mendorong penyediasn |
PSU pada kawasan
perumahan yang dibangun
pengembang dan
menyediakan dukungan
PSU pada kawasan
3 Meningkatkan Menciptakan sanitasi Maongembangian meningkatian kuantitas
kualitas pengelolaan | perkotaan yang ideal | Linghungan Permukiman | gan kualitas sarana sanRasi
SN Wi %ul dan ¥
perkotaan Percepatan pembangunan
pengawasan . sanitasi perkotaan melajul
""‘IV"'I "‘T by integrasi program/kegiatan
Menciotakan kualitas | Meninglatkan pengembangan dan
lingkungan kotayang | kualitas fisik peningkatan kualitas
asrf dan tertata dengan | bangunan dan wilyah | bangunan dan kawasan di
baik melalui penataan Kota Pontianak
kawasan
en an Mewujudican
penataan rusng peryelenggaraan penataan
daarah dan ruang yang berkelanjutan
meningkatkan dengan men tkan
pengetahuan Kkualitas dan cakupan
masyarakat akan rencana Lata ruang,
pentingrya tata ruang | mengoptimalkan peran
kelembagaan dan
meningkatkan
peinanfaatan rencana tata
fuang dalam pelaksanaan
pembangunan

Misi5:

Menciptakan {klim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi
kota yang berdaya saing

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijekan
1 Meningkatkan Terwujudnyapelayanan | Memperbaiki kualitas | Meningkatkan capaian
pelayanan perijinan | perijinan 3. layanan perijinancan | kinerja layanan perijinan
yang prima bagi penanaman modal penanaman modal dan penanaman mocdal
masyarakat kepada masyarakat
yang mudah, cepat, dan
transparan
Z  Meningkatian Terciptanya kemanan, | Meningkatkan Meningkatkan koordinasi
situasi keamanan | ketertiban can keamanan dan dan kerjasama dengan
dan ketertiban kenyamanan dalam ketertiban umtuk aparat keamanan datam
dalam berusaha berusaha mendukung teknik pencegahan
yang lebih kondusf terciptanya fklim kojahatan
investasl yang
kondusil
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kobljakan
Menegakian dan Meningkatkan kesadaran |
memasyarakatkan hukum masyarakat melalul
Perda dan Peraturan | penyuluhan/ sosialisasi
Kepala Daerah Perda
dengan
meningkatkan
kapasitas
%mmm nset Meningkatkan peran akeil |
dasersh dan masyarakat dalam upaya
pengawalan pejabat | perlindungan masyarakat
daerah serta membe kan

Poskamiing di Kelurahan
Terciptanya Optimalfasi naan
kewaspadaan dini dan | koordinasi dan dan wawasan
wawasan kebangsaan pembinaan dagl parpol dan kelompok
dolam masyarakat mesyarakat
Nendarong Meningkatnys sektor n Pengembangan sumber
pertumbuhan perdagangan, josadan | kunjungan dan lama daya, destinasi dan
ekonomi yang lebin | pariwisata tinggel wisatawan Investasi wisata
merata maardara dan
mancanegara ke Kota | Maninghatkan promosi
Pontianak, sehirgga " pariwisata yang tepat
peningkatan penerirmaan
pendepatan daerah
érciptanya Mengembangkan Meningkatkan informag
kesempatan karja bursa tenaga kerja pasar kerja
diberbagal sektor dan meningkatkan
Kualitas tenags Menignkatkan
ok perlindungan tenaga kerja
dan penegakan hukum
bidang ketenagakerjaan
Meningkatnya peran Meninglatkan sistem | Mengoperasionaikan Pusat |
Koperasi Usaha Mikro, | pengelolaan Layanan Usaha Terpadu
Kecil dan Menengah kelembagaan usaha
rasilitasi bimbingan
(KUMKM) dengan
mengedepankan pelatifan bagi KUMKM
iptek
Mencorong Mengoptimalan peran
penyerapan modal perbankan terutama Bank
usaha KUMKM Kalbar dan lembaga
keuangan non bank untuk
penyaluran pembiayaan
bagi koperasi dan UNKM
Menmngkatnya sektor Meningkatkan ekspor, | Meningkatkan diversifikas |
perdagargar, jasa dan | mengendalikan impor | komoditi dan tujuan pasar
pariwisata dan meningkatkan ekspor didukung
efislens! perdagangan | peningkatan efisiensi
dalam negeri siscem distribusi dan
pangembangan
perdagangan dalam neger,
sena skses fasilitasi
standarisasi produk fokal
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Tujuan Sasaran Strategl Arah Kebljakan
dan pengamanan
perdagangan

ghatian bagie | Neningkatkan moustrl
industri kreatif yang | berbasis kreativitas yang
menghasilkan produk | mempunyal keunggulan
bardaya saing tirggi | komparatif dan kompetitif
dan berorientasi
ekspor
“Meningkatnya Neningkathan sarana | Penyediaan sarana can
produktifitas partanian, | dan prasarana prasarana produksi
m dan pertanian, perikanan | tanaman hortiuitura
an can paranan UPTD
SKPD
4 Meningkatkan Meningkatkan meningkatkan Meningkatkan capaian
ketahanan pangan | ketersediaan distribusi | koordinasl, kinerja distribusi dan
dan konsurrs| serta komrunikas dan konsumsd serta keamanan
keamanan pangan pemenuhan pangan
katersadinan dan
distribus barang-
barang konsumsi
untuk keamanan
an
5 Meningkatkan Meningkatkan kusiitas pbgm Menambah keahlian
kualitas surmber sumber daya manusia kapasitas penyuluban | Katereampilan dan
daya marusia yang | yang bergerak dibidang | pertanian, perikanan | pengetahuan tentang
bergerak dibidang | pangan dan peternakan serta | parkambargan teknologi
pangan helembageannya dan metode bary
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BAB V
PENUTUP

Kemiskinan masih merupakan hal yang mendesak dan memeriukan
langkah-langksh penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dimana
dalam target RPJMD Kota Pontianak 2014 - 2019 yang mencanangkan target penurunan tingkat
kemiskinan dibawah 5 persen pada akhir tahun 2019. Hal ini tentulah harus mendapat pointer
utama dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap OPD dalam menangani dan
menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak.

Startegi-strategi penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Pontianak antars lain :

. Memperbaiki program perlindungan social

Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar

. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, serta

. Menciptakan pembangunan yang inklusif

W N

Stategi 1 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sistem
perlindungan social bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan social dimaksudkan
untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam
hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluargs, kehilangan pekrjaan, ditimpa bencana atau
mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh
miskin

Strategi 2 : meningkatkan Akses Terhadap pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemsikinan adalah memperbaiki akses kelompok
masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, Akses terhadap pelayan pendidikan, keschatan, air
bersih dan senitasi, serta pangan dan gizi skan membantu mengurangi biaya yang harus
dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan
dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital)

69
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Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah
peningkatan akses pendidikan, Pendidikan harus divtamakan mengingat dalam jangka panjang ia
merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya
kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan
kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak
dan keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tngkat pendidikan yang mencukupi sangat besar
kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Sclain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap
pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas
dalam bekenja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mercka untuk
menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dan kemiskinan. Selain itu, peningkatan
akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat
kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan
meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3 : Pemberdayaan Kelompok masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk
meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan, dalam upaya
penaggulangan kemsikinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-
mata scbagai objek pembangunan, Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu
dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dan kemiskinan dan tidak jatuh kembali
ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh
ketidakadilan dan strukwur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin, Hal ini
menyebabkan output pertumbuban tidak terdistribusi secara merata pada semua kelempok
masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang sccara politik, social dan ekonomi tidak
berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan sccara proposional. Proses pembangunan
justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun social.
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Strategi 4 : Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang
mengikutsertakan dan sekaligus member manfaat kepada seluruh masyarakat,

Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan, Fakta di berbagai Negara
menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam svatu perckonomian yang
tumbuh dinamis. Sebaliknya prtumbuban ckonomi yang stagnan hamper bisa dipastikan
berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan
lapangan kega produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect
pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan
angka kemiskinan,

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang
kondusif didalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat
mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai
kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti jjin
berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan, Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan
menegzh (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambzh, termasuk melalui
pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada
sektor pedesaan dan pertanian Dacrah pedesaan dan sektor pertanien juga merupakan tempat
dimana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian
pedesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang menghasilkan penycrapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan
secara signifikan. o

Implikasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan didaerah adalah pembentukan TKPK (Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemsikinan) yang dilegitimasi dengan Permendagri No. 42 Tahun
2010 tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinen Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem
kelembagaan bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di dacrah
scbagaimana direncanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arsh kebijakan
pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan farget pengurangan angka kemiskinan
nasional dan SDG's.

Kinerja TKPKD salah sastunya diukur dengan mengkoordinasikan penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Dokumen SPKD adalah dokumen strategi

n
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gunnkan scbagai rancangan kebijakan
RPJMD dengan
ng sckali

penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya di
pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan
masa berlaku 1 periode kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, dokumen SPKD penti
untuk disusun secara mandiri oleh sumberdaya TKPK sendiri (bukan piliak ketiga), bersifat
evaluatif dan menjadi paying bagi program penanggulangan kemiskinan selanjutnya.
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